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BUPATI BELU
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaj Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjengan Hari Raya Dan Gaj

Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 20295;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,
2. Undang - Undang Nomor 69  Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat Dany



Nusa Tenggara Tinur (Lernbaran Negara Repubhlik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lermbharan
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3 Undang - Uudang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahait  Daciah  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kena Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemernintah Nomor 11 Tahun 2025

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga

Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7099);

5. Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);Q/



MEMUTUSKAN

Mrnrwapkan PERATUIRAN BuPATI TENTANG TEXHIS
PEMBERIAN TUNJANOAN HARI RAYA DAN QAJl KETIOA
NELAR YANCY) PERSIUIMIIER  DARI ANGOARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA )AERAH TAHUN 2025

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peruturan Bupatf inf yang dimaksud dengan;

| Pemerintahan Daermh adalah penyelenggaraan urusan
pemenntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalkilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi wseluas-luasnya dalamn sistern dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesin yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat secbagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menduduld jabatan
pemerintahan.

3 Pejabat Negara adalah Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu serta

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutmya

disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD

Kabupaten Belu.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS
adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil
belum mengkuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagaﬂ
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7 Harn Raya adalah hay raya Idul Fir.

BAB Ii
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Pasal 2
{11 Pembenan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibenkan
kepada:
a. PNS dan Calon PNS;
b. Pejabat Negara,
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
Pimpinan HBadan Layanan Umum Daerah;
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat
daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; dan
f. PPPK
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam
jabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setarajabatan pimpinan
tinggi;
b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan
administrator;

c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;

e

(2)

d. fungsional utama;
e, fungsional ahli madya;

f. fungsional ahli muda;/



8 fungeiang ahli Pertam
i
h. fungeiona) Pehiyelig:

I. fungeionay makbir
. fungsional teramp;)
k. fun gaional Pemula; dan

. pelakmana

(3 Tunjangan Han Raya tiday diberikan kepada PNS
a. sedang cuti diluay tanggungan negara; don

b. sedang ditugaskan di lyar inatansi pemerintah baik di dalam
negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh

instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) terdiri atas:

a. gaji pokok;

h. tunjangan keluarga;

¢ tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima
dalam 1 (satu} bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannyaq/
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ANRE ewan DPerwakilan Rakyat Daerah, paling banyak

hesar a
s€ kumulasi dan uang representasi, tunjangan lealwarg®.

dan tunjangan  jabatan Pimpinan dan AnNggota MNewnn

perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
hak keuangan dan

pcrundang-und&ngan yang mengatul
akyt

adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan pPerwankilun R
Dael'ﬂh.

rTunjangan Har Raya dan gaji keuga belas bagi:

a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Ncgara yang bertugas
pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaaﬂ

keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

ting banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas

g diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum
atau

pa
yan
Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan,

kelas jabatannya setara.
(5) Tunjangan Hari Raya dan gaj ketiga belas bagi PPPK berlaku

ketentuarl

a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara
proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada
besaran penghasilan 1 {satu) bulan yang diterima;

b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender
sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan
Hari Raya; dany
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penghasilan sehg
mfljputl.

Efiman g pada ayat (1) diberikan bagi CPNS
% (delapan
g BO 70 P&n puluh Persen) dar guji pokok PNS;

p. tunjangan keluarpg.

¢ tunjangai panganm,

d (unjangan umum; dan

e, tambahan penghasilan pajin, banyak sebesar yang diterima
dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yung
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
gemampuan kapasitas fisgkal daerah dan sesuai dengan

getentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas
Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis
Mutandis ter hadap Besaran Pemberian tun jangan Hari Rayag
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erima
Kabupaten gy, Tahun 2 ,mnj""m’ Tahun 2024 (Berta Daersh
berlalqy V24 Nomoy B, dicabul dan dmyalakan tidak
Pasal 9

Peratura
n By
——— Pty ini mulai Lerlaku pada tanggal diundangkan
1a .
Perat P orang mengetahuinya, memerintahkan pengunduifan
-Aturan . .
Bupari ini dengan penempatannya dalam Beritg Lacrah

Kabupaten Belu.f

Ditetapkan di Atambua

pada tﬁnggal 10 Maret 2025
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Diundangkan di Atambua

pada tanggal 10 Maret 2025
°\ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Y 50HANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 10



